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KABUPATEN PESISIR SELATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Apartur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi
Pemerintah, satuan kerja perangkat daerah wajib
menetapkan indikator kinerja utama.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan indikator
kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten
Pesisir Selatan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang perubahan kedua atas undang - Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan  Keuangan dan  kinerja instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 55 tahun
2016 Tanggal 28 November 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir
Selatan.

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pesisir Selatan sebagaimana Tercantum dalam
lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini

Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
untuk menetapkan rencana kinerja dan laporan
kinerja serta melakukan evalusasi percapaian
kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman



dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Juni 2018

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data
Utama Penanggung Jawab
(1) 2 3 4 5
1. | Meningkatnya Kualitas Persentase Panjang Jalan panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik
;nfrﬁs’iruktur Jalan dan dengan Kondisi baik Pemjang Selurah Julan Kebupaten di daerah tersebat X 100% Bidang Bina Marga
embatan
Jumlah Jembatan yang Target Tahun berjalan (n + 20) = kondisi tahun dasar + target yang direncanakan
berfungsi baik . .
Ket : target jembatan yang dibangun /direhap/dipelihara tahun 2016-2021 adalah Bidang Bina Marga
20 unit Jembatan pertahun
2. | Meningkatnya pemenuhan | Persentase penduduk
kebutuhan sarana dan berakses air Jumian - - bersin
. . . . .1. _ Jumlah rumah tangga pengguna air bersi . .
523311:12; fgjgﬁ% ch)lsml minum/bersih Rumah Tangga pengguna air bersih = Jumlah seluruh rumal tangga X100% Bidang Cipta Karya
layanan sanitasi
Persentase Akses . . _Jumlah rumah tangga ber sanitasi . .
Sanitasi yang layak Rumah Tangga Bersanitasi = Jumah seluruh rumah tangga X'100% Bidang Cipta Karya
3. | Meningkatnya Kualitas Persentase wilayah yang lah R p RDTR /RTR S . ]
Penataan Ruang dan memiliki Rencana Tata Jumlah Rencana Penyusunan / trategis X100% Bidang Tata Ruang dan
Penataan Bangunan Ruang Jumlah Kota dan Kawasan Strategis dalam RTRW Kabuopaten Kebersihan
4. | Meningkatnya sarana dan Jumlah bangunan Target tahun berjalan ( n +5 ) = kondisi tahun dasar + target yang direncanakan
prasarana pelayanan publik | pelayanan publik . .
berfungsi dengan baik ket / :target fasilitas publik yang di bangun / pertahun dipelihara tahun 2016 - Bidang Cipta Karya
2021 adalah 5 unit fasilitas publik
Painan, Oktober 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan,

.dto,

ERASUKMA MUNAF, ST, MM.
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Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nomor 1600 /  /Kpts/PERKIMTAN-PS/VI/2018
Tanggal : Juni 2018
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

INDIKATOR KERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017-2021
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1. |Meningkatkan Rasio Rumah Layak Huni Jumlah rumah layak huni Sumber Data : Bidang Perumahan, Pesisir
ketersediaan rumah jumlah Penduduk 02134 | 02178 | 02211 | 02233 | 0.2255 |g¢jatan Dalam Angka
layak huni Penanggungjawab : Dinas Perumahan

Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kab. Pesisir Selatan

2. |Meningkatnya kawasan |Rasio Permukiman Layak Huni Luas permukiman layak huni Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam
permukiman layak huni Luas wilayah permukiman 96,80 96,82 96,95 97,09 97,25 Angka, RTRW
dan berkelanjutan Penanggungjawab : Dinas Perumahan

Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kab. Pesisir Selatan

3. |Terwujudnya kepastian |Persentase Luas Lahan Yang . , Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat
hukum pemilikan tanah |Bersertifikat Luas lahan yang bersertikat x 100% . , . , ,, |Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.
di Kab. Pesisir Selatan Luas wilayah 46 % 49 % 53% 57% 62% |pesisir Selatan, Bagian Aset DPKD, BPN

Penanggungjawab : Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
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